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w 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 5l TAHUN 2009 

TENTANG 

ELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2009 
TrENTANG PEMBERDAY AAN, PE LEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT 

SERT A PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT 

Menlnibang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi keten~an BAB XII PENUTUP Pasal 30 
Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat lstiadat Serta 
Pembentukan Lembaga Adal, yang telah diundangkan 
tanggal 16 Oktober 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2009 Nomor 9. perlu,menetapkan peraturan pelaRsanaannya; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan 
dltetapkan dengan Peraturan Walil~ota Palembang 

1. Undang•Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan 
Daerah Tingkal II dan Kolapraja di Sumalera Selatan (Lembaran 
Negara Rt Tahun 1959 Notnor 73. Tambah_an Lembaran Negara RI 
Nomor 1821); 

2. Undalig-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Per.1turan Perund;;mg.-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53, Tamba.han Lembaran NegaFa RI Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nornor 32 Tah·un 2004 tentang Pemerin'tahan 
Daerah (Lembaran Negarc\ RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor ¥37) sebagairnana telah diubah terakhir 
kall dengan Undang-.Und,ang Nornor 12 Tahun 2-008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Ne.gara Nomor4844); 

4. Peratu.ran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keturahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4588); 

5. Peraturan P.emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pernerinta.han Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Le,nbaran Negara Nomor 4737); 

6. Peraturan Meriteri Oalam Negeri No_mor 5 Tahun 2007 lentang 
Pedoman Penataan Lembcl98 Kemasyarakatan; 

7. Peratµran Menteri Dalam •Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Fasilitasl Grganisasi Kemasyarakatan Bidang 
Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Ada! OaJam Pelestarian Dan 
Pengembarigan Budaya Daerah; 

8. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pelestarian dan Pengeinbangan Adel lstiadat dan Nilai 
Sosial Bud_aya Masyarakat1 



jMenotapkan 

9. Peraturan Oaerah Kata Palembang Nomor 6 Ta.hun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kata Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahuri 2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10Tahun 2008 tentang 
Pembenfl.lkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kola Palembang (Lembaran Daer.ah· Kota. Palembang 
Tahuo 2008 Nomor10); 

11. Peraturan Daerah Kata Palembang Nomor 9 Tahun 2009 t1?ntang 
Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat lstiadat Serta 
Pembentukan Lembaga Adat (Lernbaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2009 Nomor 9). · 

MEMUTUSKAN 

2 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 9 TAHl.,IN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN, 
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA 
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT. 

Pasal 1 

M!:!laksan1:1kan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Pemberdayaan, Peles.tanan Dan Pengembangl;ln Adat 
lstiada.t Serta Pembenh.lkan Lembaga Adat. 

Pasal 2 

Menugaskan kepada : 

1. Sekretaris Daerah Kola P~lembang. 
2. Asisten Pemerintahan Setaa Kota Palembang. 
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Selda. Kola Palembang. 
4. Asisten Adminislrasi Setda Kola Palembang. 
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat' Setda Kota Palembang. 
6. Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota 

Palembang. 
7. Kepala Bagian Tata Pemerintah,m. Setc!a K91a Palembang. 
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang. 
9. Camat se--Ko!i:i Palembang. 

10. Lurah se-Kota P'alembang. 

Untuk melaksanakan P~raturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan 
Pengembangan Adat lsliadat Serta p embentukan Lembaga Adat, 
paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini. 



Pasal3 

Peraluran ini mulai berlaku se)ak tanggal diundangkan. 

Agar se!iap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kola 
Palembang. 
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Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ~; Oll.t.o bu- 2009 
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